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ABSTRAKSI 

Skripsi ini disusun untuk mengetahui bagaimana program Sunset Policy 

berlangsung di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang, serta dampaknya 

terhadap penerimaan pajak dari wajib pajak badan. Hingga saat ini, pajak mcrupakan 

sumber penerimaan terbesar bagi negara untuk membiayai pengcluaran-pengeluaran 

pemerintah dalam rangka menyediakan barang publik danjasa publik. 

Sunset Policy adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan, yang berlaku 

hanya di tahun 2008, kemudian diperpanjang hingga Februari 2009. dalam bentuk 

penghapusan sanksi admnistrasi perpajakan berupa bunga atas kekurangan 

pembayaran pajak yang dapat dinikmati oleh masyarakat baik yang belum memiliki 

NPWP maupun yang telah memiliki NPWP pada tanggal I Januari 2008. 

Pada KPP Madya Palembang, tercatat sebanyak 494 SPT yang yang dilakukan 

pembetulan oleh Wajib Pajak dalam rangka Sunset Policy. Hasil dari pembahasan 

memperlihatkan bahwa program Sunset Policy ini memberikan penambahan 

penerimaan pajak penghasilan sebesar 4,72% dari jumlah penerimaan PPh pasal 29 

Badan 
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1.1 Latar Belakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

Sebagian besar Negara di dunia ini memiliki sistem perpajakan untuk membiayai 

pengeluaran pemerintahnya. Tidak terkecuali dengan Indonesia, dimana pajak 

menjadi tulang punggung untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah 

dalam rangka menyediakan barang publik danjasa publik. 

Mekanisme perpajakan yang dianut di Indonesia saat ini untuk berbagai jenis 

pajak didasarkan pada self assessment system (Detik.com: Sunset Policy Dalam 

Konteks Perpajakan Indonesia). Self assessment adalah suatu sistem yang 

menentukan bahwa rakyat yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak secara 

otomatis harus merighiturig dari menetapkari sendiri berapa besamya utarig pajaknya, 

menyetorkann_ya ke Kas Negara dan mempertanggungjawabkan penghitungan, 

penetapan, dan pembayaran pajak tersebut kepada otoritas perpajakan yang disebut 

dengan istilah Fiskus. 

Self assessment sysiem itu mengandung hal yang penting, yang diharapkan ada 

dalam diri wajib pajak, (Detik.com: Sunset Policy Dalam Konteks Perpajakan 

Indonesia) yaitu : 

I. Tax consciousness atau kesadaran wajib pajak. 

2. Kejujurari wajib pajak. 

3. Tax mindedness wajib pajak, hasrat untuk membayar pajak. 

4. Tax discipline, disipliri wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan perpajakan 

sehingga pada waktu wajib pajak dengan sendirinya memenuhi kewajiban 

yang dibebankan kepadanya oleh Undang-undang. 



2 

Self assessment system ini baru akan berhasil dengan baik apabila syarat-syarat 

diatas dapat dipenuhi. Kenyataannya, wajib pajak banyak menemui kendala dan 

kesalahan dalam menerapkan self assessment system tersebut, sehingga 

menyebabkan wajib pajak tidak optimal dan terdapat ketidakbenarari dalam 

melaksanakan kewaj iban perpajakannya. 

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UUKUP) Tahun 

2008 memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menghimpun 

data perpajakan dan mewajibkan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak 

lainnya untuk memberikan data kepada Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan ini 

memungkirikan Direktorat Jenderal Pajak mengetahui ketidakbenaran pemenuhan 

kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat. Untuk menghindari 

masyarakat dari pengenaan sanksi perpajakan yang timbul apabila masyarakat tidak 

melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar, Direktorat Jenderal Pajak di 

tahun 2008 lalu memberikan kcsempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk 

mulai memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela dan melaksanakannya 

derigari benar. 

Oleh karena itu, selama tahun 2008, Departemen Keuangan dengan gencar­

gencamya merisosialisasikan dan mengkampariyekan kebijakan khusus di bidarig 

perpajakan yang diberi nama 'Sunset Policy'. Kebijakan ini khusus dilakukan selama 

tahuri 2008, dimaksudkan urituk memberikari keriyamariari kepada pembayar pajak 

dalam berhubungan dengan Departemen Keuangan, khususnya Direktorat Pajak. 

Sunset policy adalah fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga 

sebagaimana diatur dalam pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. 

Kebijakari irii memberi kesempatan kepada masyarakat urituk memulai kewajibari 

perpajakannya dengan benar. Kebijakan ini diberlakukan dalam jangka waktu 



3 

tcrbatas hanya pada tahun 2008 saja, di mana berakhir pada tanggal 31 Desember 

2008. 

Namun kemudian pelaksanaan sunset policy diperpanjang hingga 28 Februari 

2009, sebagaimana diatur dalam Perpu No 5/2008 tentang Perubahan Keempat atas 

UU No.6 Tahun 1983 tentang Kctentuan Umum dan Tata Cara Pcrpajakan (KUP). 

Menurut Menteri Keuangan, Perpu ini disusun dengan mempertimbangkan beberapa 

hal. Pertama, temyata masih banyak masyarakat yang ingin melaksanakan kewajiban 

perpajakanriya melalui pemanfaatan fasilitas penghapusan sariksi administrasi 

perpajakan sebagaimana diatur Pasal 37A ayat (2) UU No. 28 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Ketiga UU No. 6/1983 tentang KUP. Kedua, Pasal 37A ayat (l) UU No. 

28/2007 memberi ruang bagi wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan 

terkait penyampaian pembetulan surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) 

sebelum tahun pajak tahun 2007. Pasal itu memberikan keringanan yakni 

pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga alas keterlambatan 

pelunasan kekurangan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Ketiga, penguatan basis 

perpajakari nasional. Guria mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan 

yang lebih stabil sangat diperlukan terlebih di dalam menghadapi dampak krisis 

keuangan global. Penguatan basis perpajakari nasional tersebut akan mendukung 

kepatuhan wajib pajak ke depan. 

Derigan diberikanriya perpanjarigari jarigka waktu ketentuari pasal 3 7 A ayat I uu 

No. 28/2007 tersebut diyakini akan memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk 

memanfaatkan fasilitas sunset policy, yang pada akhirnya akan meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak dan pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan pajak. 

Untuk merigetahui bagairiiana berlangsurignya program sunset policy ini sem 

dampaknya terhadap penerimaan pajak penghasilan, maka penulis tertarik untuk 
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melakukan penelitian yang berjudul "AnaJisis Dampak Program Sunset Policy 

terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan dari Wajib Pajak Badan (Studi Kasus 

pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang)". 

1.2 Pcrumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

I. Bagaimana pelaksanaan program sunset policy pada Kantor Pelayanan Pajak 

Madya Palembang? 

2. Bagaimana dampak pelaksanaan program sunset policy tersebut terhadap 

penerimaim pajak penghasilan dari wajib pajak badan pada Kantor Pelayanati 

Pajak Madya Palembang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujlian dilaksanakaan penelitian ini adalah untuk: 

I. Mengetahui bagaimana program sunset policy pada Kantor Pelayanan Pajak 

Madya Palembang berlangsurig 

2. Mengetahui bagaimana dampak pelaksanaan program sunset poli<-y terhadap 

penerimaan pajak penghasilan dari wajib pajak badan pada Kantor Pelayatian 

Pajak Madya Palembang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian lni dlharapkan dapat memberikan 11\anfaat sebagai beriktit! 

1. Memberikan gambaran pelaksanaan program Sunset Policy pada KPP Madya 

Palembang. 
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2. Mcnjelaskan dampak program SunseJ Policy terhadap penerimaan Pajak 

Penghasilan dari wajib pajak badan pada KPP Madya Palembang. 

3. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman, 

meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan Penulis mengcnai 

pelaksanaan program Sunset Policy khususnya oleh wajib pajak badan serta 

memahami peranannya yang istimewa dalam kegiatan perpajakan. 

4. Bagi kalangan Akademisi-Institusi akademis, staf pengajar dan mahasiswa: 

a. menambah wawasan keilmuan meligenai Sunset Policy dari dampakriya 

terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan. 

b. Sebagai bahali pertimbangan dan bahan kajian bagi rekali-rekan 

mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah pada bideng yang sama di masa 

yang akan datang. 

1.5 Metodologi Penelitian 

1.5.1 Jeois Peiielitiao 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif 

kualitatif dalam bentuk studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang 

1.5.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ihi membahas mehgehai dainpak program Sunset Policy terhadap 

penerimaan pajak penghasilan dari waj ib pajak badan dengan subjek Kantor 

Pelayanan Pajak Madya Palembang, yang dilihat dari penerimaan pajak dalam kurun 

waktu 2 tahun terakhir yaitu tahun 2007 dan tahun 2008. 
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1.5.3 Data yang Digunakan 

a. Data Primer 

Data yang diperoleh langsung dari objek penelitian melalui wawancara 

langsung dengan aparat pajak yang berhubungan dengan masalah yang 

dibahas. 

b. Data Sekunder 

Merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, baik yang 

dipublikasikan atau yarig tidak, yang telah dikumpulkan pihak lairi. Dalam 

hal ini, penulis menggunakan data yang berhubungan dengan penelitian dari 

buku, literatur, majalah, artikel, internet dan sumber-sumber lainnya di 

samping data-data yang didapat dari instansi yang bersangkutan berupa 

dokumen-dokumen, laporan-laporan dan catatan-catatan. 

1.5.4 Metode Pengumpulan Data 

Beberapa teknik penguinpulan data yang dapat dilakukan oleh penulis, yaitu: 

a. Wawancara 

Yaitti dehgari melaki.ikari proses wa\vancara derigari subjek perielitian yaitu 

pegawai yang bekerja di KPP Madya Palembang. 

b. Doki.imehtasi 

Yaitu dengan melakukan penelitian langsung terhadap dokumen-dokumen 

yarig berupa catatan-cacatari dari laporan-laporan yang dibuat oleh KPP 

Madya Palembang yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. 
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1.6 Metode Analisis Data 

Pada tahap ini penulis mengolah data yang dikumpulkan sehingga dapat 

disimpulkan suatu jawaban untuk pennasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. 

Dalam proses analisis ini penulis akan menggunakan metode kualitatif. Penulis akan 

mcngkalisifikasikan SPT Tahunan wajib pajak badan kedalam beberapa 

karakteristik, kemudian menghitung jumlah SPT suruet policy wajib pajak badan 

yang ada dan membandingkannya dengan SPT Tahunan wajib pajak badan 

sebelumnya, untuk mengetahui dampakrtya terhadap penerimaan pajak perighasilari 

dari wajib pajak badan. Sebelum itu, penulis akan melakukan pengamatan dan 

wawancara pada objek penelitian untuk mengetahui bagaimana program suruet 

policy yang berlangsung di KPP Madya Palembang 

1.7 Sistematika Pembahasan 

Sesuai dengan sifat dan materi yang akan dibahas, maka penyusunan skripsi 

ini akan dibagi dalam lima bab, yang isinya mencenninkan susunan dan materi yang 

dapat diperinci sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab lni menerangkan latar belakang masalah. masalah penelitian, tujuan 

dan kegunaan yang hendak dicapai oleh penulis, kerangka teoritis dan 

metodologi perielitiari serta sistematika pembahasan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan pandangan-pandangan secara teotltis mengenai 

masalah yang akan diteliti, yang terdiri dari: 
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I. Pengertian dan fungsi pajak 

2. Syarat dan sistem pemungutan pajak 

3. Pengertian pajak penghasilan 

4. Subjek dan objek pajak penghasilan 

5. Ketentuan Urnum dan Tata Cara Perpajakan meliputi pengertian Surat 

Pemberitahuan (SPT), fungsi SPT, jenis SPT, batas waktu 

penyampaian SPT dan pembetulan SPT, serta sanksi yang berkenaan 

dengan SPT. 

6. Pengertian dan tujuan pemeriksaan pajak. 

7. Pengertian Sunset Policy. 

8. Dasar hukum Sunset Policy 

BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI 

Dalarn bab ini akan diberikan garnbaran mengenai keadaan umum KPP 

Madya Palembang yang meliputi sejarah singkat terbentuknya instansi, 

kegiatan dan ruang lingkup instansi, struktur organisasi dan pembagian 

tugas serta funfsi masing-masing bagian Gob description) dan data. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Dalain bab ini penulis akan rnembahas permasalahan yang telah 

dirumuskan dengan menjelaskan bagaimana pelaksanaan program Sunset 

Policy serta bagaimana dampaknya terhadap penerimaan pajak penghasilan 

dari wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang. 

Periulis akari memulai membahas dari perigamatan jumlah SPT Tahunari 

PPh WP Badan dari tahun 2007 hingga 2008, kemudian membandingkan 
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SPT Tahunan PPh Badan tersebut dengan SPT Tahunan yang telah 

dilakukan pembetulan dengan program Sunset Policy. Selanjutnya penulis 

akan membandingkan target dan realisasi penerimaan pajak di Kantor 

Pelayanan Pajak Madya Palembang dari tahun 2007 dan 2008, serta 

menganalisis dampak yang ditimbulkan dari program Sunset Policy 

terha<lap penerimaan PPh Wajib Pajak badan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

• J 

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dari juga 

saran yang dapat penulis berikan sebagai sumbangan yang didapatkan 

setelah melakukan penelitian ini. 
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